BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

a. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 8 huruf h

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun
2002 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun
2019, Untuk melaksanakan tugas-tugas Bupati dan
Wakil Bupati disediakan Biaya penunjang operasional
dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan,
kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan
kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan
tugas;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan
Wakil Bupati;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah dalam  Lingkungan
Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun
2002 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Gresik Tahun 2002 Nomor 04) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun
2002 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Gresik Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG
OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

(1)

(2)

Daerah adalah Kabupaten Gresik.

Pemerintah  Daerah adalah Pemerintah  Daerah
Kabupaten Gresik.

Bupati adalah Bupati Gresik.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gresik.

Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk
mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam

periode tahun anggaran berkenaan.

BAB II
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
Pasal 2

Biaya Penunjang Operasional bagi Bupati dan Wakil

Bupati dianggarkan setiap tahun anggaran dan

diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan

tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dipergunakan untuk :

a. Koordinasi, yang meliputi koordinasi vertikal,
horizontal dan sub ordinatif;

b. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
Pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna
mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil
Bupati seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan

kegiatan protokoler lainnya.

Pasal 3

Besarnya biaya penunjang operasional Bupati dan wakil

Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli

Daerah sebagai berikut :

a.

sampai dengan Rp15.000.000.000.00 (lima belas milyar
rupiah) paling rendah Rp.150.000.000 (seratus lima
puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,75% (satu

koma tujuh puluh lima persen);



diatas Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)
sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh
milyar rupiah) paling rendah Rp.262.500.000,00 (dua
ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan
paling tinggi sebesar 1% (satu persen);

diatas Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
sampai dengan Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar
rupiah) paling rendah Rp.500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,75% (nol koma
tujuh puluh lima persen);

diatas Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)
sampai dengan Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima
puluh milyar rupiah) paling rendah Rp.750.000.000,00
(tujuh ratus lima puluh juta) dan paling tinggi 0,40%
(nol koma empat puluh persen);

diatas Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh
milyar rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000.000,00
(lima ratus milyar rupiah) paling rendah
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling
tinggi 0,25% (nol koma dua puluh lima persen); dan
diatas Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah)
paling rendah Rp.1.250.000.000,00 (satu milyar dua
ratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi

sebesar 0,15% (nol koma lima belas belas persen).

Pasal 4

Persentase Pembagian Belanja Penunjang Operasional bagi

Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

a.

persentase belanja penunjang operasional bagi Bupati
sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari total
anggaran belanja penunjang operasional dalam 1 tahun
anggaran;

persentase belanja penujang operasional bagi Wakil
Bupati sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari total
angaran belanja penunjang operasional dalam 1 tahun

anggaran.



Pasal 5
Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dengan
tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas,

kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6
Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Gresik.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI
Diundangkan di Gresik
pada tanggal 1 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620904 199003 1 008
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